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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 162/PMK.03/2014

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK

PENJUALAN

ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING

DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan
Badan Internasional serta Pejabatnya, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan
Badan Internasional serta Pejabatnya;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
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Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan
Badan Internasional serta Pejabatnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN
INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik, dan/atau
perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada pemerintah Republik
Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang
diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional
yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta misi
khusus, dan berkedudukan di Indonesia.

2. Pejabat Perwakilan Negara Asing adalah kepala beserta staf Perwakilan
Negara Asing, kecuali staf yang merupakan Warga Negara Indonesia.

3. Badan Internasional adalah suatu badan Perwakilan Organisasi
Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan di
bawah Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga Asing
lainnya yang melaksanakan kerjasama teknik yang bertempat dan
berkedudukan di Indonesia.

4. Pejabat Badan Internasional adalah Kepala, Pejabat/staf, dan tenaga
ahli Badan Internasional yang telah mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas atau jabatan di
Indonesia, kecuali staf dan/atau tenaga ahli yang merupakan Warga
Negara Indonesia.

Pasal 2

(1) Atas impor Barang Kena Pajak oleh:

a. Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing;
dan

b. Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional,

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
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kepada:

a. Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing;
dan

b. Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional,

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(3) Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah:

a. kendaraan bermotor; dan

b. selain kendaraan bermotor.

(4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
adalah kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 3

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2), dapat diberikan atas penyerahan kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) oleh Pengusaha Kena Pajak
dalam rantai distribusi kendaraan bermotor, yaitu importir, Agen Tunggal
Pemegang Merek (ATPM), industri perakitan, distributor, dealer, sub-dealer
dan showroom.

Pasal 4

(1) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara
Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan
berdasarkan asas timbal balik.

(2) Penerapan asas timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

(3) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Menteri Keuangan setelah
mendapat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau pejabat yang
ditunjuk.

(4) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara
Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing diberikan dengan
mempertimbangkan batas minimum pembelian barang atau jasa di
luar Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan suatu negara (minimum
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purchase requirement) dari Menteri Luar Negeri atau pejabat yang
ditunjuk.

Pasal 5

(1) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Badan Internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat
(2) huruf b hanya diberikan kepada Badan Internasional yang:

a. tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan; dan

b. mendapatkan rekomendasi dari Menteri Sekretaris Negara atau
pejabat yang ditunjuk.

(2) Kerjasama teknik yang dilaksanakan oleh Badan Internasional yang
dapat diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi
bantuan-bantuan berupa hibah/sumbangan dari luar negeri dalam
kerangka kerjasama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, sosial,
kebudayaan, dan ekonomi, tidak termasuk di dalamnya kredit-kredit
dan penanaman modal asing.

(3) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Pejabat Badan
Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
dan Pasal 2 ayat (2) huruf b hanya diberikan kepada Pejabat Badan
Internasional, dalam hal:

a. Badan Internasional tempat pejabat dimaksud bekerja memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

b. Pejabat dimaksud mendapatkan rekomendasi dari Menteri
Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Badan Internasional
serta Pejabat Badan Internasional diberikan dengan
mempertimbangkan batas minimum pembelian barang atau jasa di
luar Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan suatu negara (minimum
purchase requirement) dari Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang
ditunjuk.

Pasal 6

(1) Batasan jumlah impor kendaraan bermotor dalam keadaan
jadi/completely built up (CBU) untuk Perwakilan Negara Asing serta
Pejabat Perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan
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yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas
impor barang Perwakilan Negara Asing beserta pejabatnya yang
bertugas di Indonesia.

(2) Batasan jumlah perolehan kendaraan bermotor yang
diproduksi/dirakit dalam negeri dan perolehan dalam negeri kendaraan
bermotor dalam keadaan jadi/ completely built up (CBU) untuk
Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing yang
dapat diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tidak
melebihi batasan jumlah impor kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerapan batasan jumlah impor kendaraan bermotor dalam keadaan
jadi/ completely built up (CBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan jumlah perolehan kendaraan bermotor yang diproduksi/dirakit
dalam negeri dan perolehan dalam negeri kendaraan bermotor dalam
keadaan jadi/completely built up (CBU) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri.

(4) Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dapat
diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor
kendaraan bermotor dalam keadaan jadi/ completely built up (CBU),
perolehan kendaraan bermotor yang diproduksi/dirakit dalam negeri,
dan/atau perolehan dalam negeri kendaraan bermotor dalam keadaan
jadi/completely built up (CBU) dengan spesifikasi teknis yang berbeda
dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4), setelah mendapat rekomendasi
dari Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
batasan perolehan kendaraan bermotor yang diproduksi/dirakit dalam
negeri dan perolehan dalam negeri kendaraan bermotor dalam keadaan
jadi/ completely built up (CBU) yang dapat diberikan pembebasan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, dapat melebihi batasan jumlah impor dan
perolehan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dalam hal dilaksanakan berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 7

(1) Batasan jumlah impor kendaraan bermotor dalam keadaan
jadi/completely built up (CBU) untuk Badan Internasional serta Pejabat
Badan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor
barang Badan Internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di
Indonesia.


